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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dibuat setelah mendalami Permendagri No. 67 

Tahun 2017 dan menganalisa data lapangan adalah: 

1. Permendagri No 67 Tahun 2017 menjawabi kebutuhan jalannya 

pemerintahan desa 

2. Keadaan eksternal Permendagri No 67 Tahun 2017 memberi pengaruh 

besar terhadap implementasinya. 

Berdasarkan data lapangan sebagaimana telah dikemukakan dalam 

pembahasan mempengaruhi implementasinya, seperti dari aspek sosial 

ekonomi, aspek teknologi serta pengaruh pendapingan pejabatt terkait di 

tingkat yang lebih tinggi. 

3. Pejabat pelaksana Permendagri N0 67 Tahun 2017 tidak kreatif mencari 

alternatif pemecahan masalah ketika mendapat kendala 

pengimplementasiannya  

Dalam data lapangan, tidak ditemukan adanya jalan keluar dari pejabat 

pelaksana (kepala desa terpilih)  dan panitia, ketika menemukan 

kenyataan akan adanya sikap apatis dari masyarakat.   
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4. Sikap apatis masyarakat mengenai urusan pemerintah 

Sikap apatis masyarakat merupakan akumulasi dari banyak faktor.Salah 

satunya adalah faktor sosial ekonomi masyarakat. Secara kritis menurut 

penulis, penyebab aptisme masyarakat, selain karena faktor ekonomi 

juga karena budaya pemerintah yang dibangun pemerintah era 

sebelumnya, di mana Permendagri ini belum diterapkan, yakni 

pendekatan “orang dekat” yang menduduki posisi di aparatur desa.      

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran sebagai bentuk 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan upaya memahami secara mendalam Permendagri No 67 Yahun 

2017. Upaya ini tidak saja oleh pejabat pelaksana, tetapi juga oleh seluruh 

masyarakat  

2. Dalam pengimpelemnentasiannya, perlu mempertimbangkan situasi ekternal 

substansi Permendagri ini 

3. Diperlukan kreativitas pejabat pelaksana (kepala desa terpilih dan panitia) dalam 

mencari pemecahan masalah ketika menghadapi kendala dalam implementasi. 

4. Pejabat pelaksana, perlu menumbuhkan sikap peduli masyarakat terhadap 

urusan pemerintahan, karena pemerintahan yang baik akan memberi dampak 

positif terhadap pembangunan desa. 
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